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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah cara hidup yang komprehensif bagi semua umat 

Islam. Ajarannya bersifat universal dan terarah kepada masyarakat, 

bangsa, dan seluruh umat Islam untuk kemaslahatan hidup berbangsa. 

Karena ekonominya yang buruk, Islam sangat mendorong umatnya 

untuk tersebar di seluruh dunia untuk mencari kemurahan hati Tuhan. 

Muslim menghadapi beberapa tantangan paling sulit dalam 

kehidupan modern. Selain kita harus bisa mengikuti perkembangan 

dunia di bidang ekonomi dan teknologi, kita juga harus tunduk pada 

ketentuan syariat. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu bertahan 

dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat. 

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan antara pihak 

yang membutuhkan pendanaan dan pihak yang memiliki instrumen dan 

layanan keuangan yang menganut prinsip syariah. Semua transaksi 

yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus didasarkan pada 

prinsip syariah, yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Bank adalah suatu perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman dan bentuk lainnya. 

Untuk menghindari keterkaitan dengan sistem suku bunga, 

Islam juga memperkenalkan prinsip-prinsip Muamalah Islami ke 

industri keuangan dan perbankan. Bank Syariah adalah bank yang 
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beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang berkaitan dengan 

Alquran dan hadits dan bertindak sebagai manajer investasi, investor, 

layanan keuangan dan sosial.
1
 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip 

syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang 

oleh Islam dan menggantikannya dengan perjanjian-perjanjian Islam 

tradisional, atau biasa disebut dengan prinsip syariah.
2
 Atau lembaga 

keuangan Islam adalah sistem standar berdasarkan ajaran Islam. 

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah yang menyalurkan 

dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip 

syariah. Dalam hal pembiayaan, penyaluran dana harus didasarkan 

pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana. Penerima dana atau nasabah mengembalikan dana yang diterima 

nasabah sehingga pemegang dana membuat penerima dana percaya 

bahwa dana berupa dana yang diberikan akan dilunasi. Atau, penerima 

pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam 

Perjanjian Pembiayaan. 

Pembiayaan mikro adalah pendanaan ekonomi yang memenuhi 

standar usaha mikro. Pembiayaan mikro harus sebanding dengan jenis 

pembiayaan lainnya. Hal ini akan membawa risiko, termasuk terjadinya 

pembiayaan macet. Oleh karena itu, sebelum memberikan pinjaman 

                                                 
1 Sofyan S. Harahap, dkk. Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta : LPFE 

Usakti, 2005), 5. 
2 Abdul Ghafur Anshari, Penerapan Prinsip Lembaga Keuangan, Lembaga 

Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 

2008), hlm. 8. 
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kepada calon nasabah atau penerima dana, bank perlu yakin bahwa 

dana yang diberikan akan dikembalikan dan harus diambil langkah-

langkah untuk memitigasi risiko ini. Selain itu, keuangan mikro bank 

syariah menggunakan sistem pinjaman murabahah. Murabahah adalah 

kontrak pra-dimiliki atau penjualan antara bank dan pelanggan. 

Pembiayaan yang buruk berdampak negatif bagi negara, 

masyarakat, dan sistem perbankan Indonesia. Risiko pembiayaan yang 

buruk adalah sebagian atau seluruh dana yang diberikan tidak terbayar. 

Semakin besar pembiayaan bermasalah suatu bank, semakin tidak solid 

bisnis perbankan tersebut. Dampak kredit bermasalah meningkatkan 

kewajiban bank untuk mengatasi atau mencegah dampak kredit 

bermasalah. Ketika bank syariah memberikan pinjaman kepada 

nasabah, harus ada undang-undang atau peraturan yang adil antara bank 

dan nasabah. Maksud dari ketentuan hukum ini adalah untuk 

mengantisipasi konflik atau permasalahan antara bank dengan nasabah, 

dan tujuan dari ketentuan hukum ini adalah untuk digunakan oleh bank 

dan nasabah dalam hal terjadi konflik atau masalah dalam usaha 

pembiayaan mikro. 

Dalam penghimpunan dana, pasti terdapat risiko kesalahan baik 

dalam perhitungan, negosiasi antara calon debitur, pembayaran 

pembiayaan oleh bank, maupun pengelolaan atau pemantauan 

pembiayaan kepada nasabah. Dalam situasi Covid-19 ini, nasabah 

keuangan mikro tidak memiliki pendapatan dan berada dalam posisi 

keuangan yang lebih buruk. Kondisi yang menurun ini meningkatkan 

risiko pembiayaan yang membutuhkan. Oleh karena itu, pendanaan 
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perlu direstrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas keuangan mikro 

ini guna memitigasi risiko yang tidak perlu. Penyelamatan pembiayaan 

(restrukturisasi pembiayaan) adalah upaya dan sarana bank untuk 

mengatasi pembiayaan yang tidak sehat. Berdasarkan PB I 

No.10/18/PBI/2008 Restrukturisasi merupakan upaya bank untuk 

membantu nasabah memenuhi kewajibannya melalui penjadwalan 

ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang.
3
 

Nasabah pembiayaan mikro ini mengalami penurunan 

pemulihan keuangan karena penurunan pendapatan dari bisnisnya. 

Risiko itu muncul ketika sedang dalam proses pembiayaan dana. 

Namun, ketika membayar utang, nasabah ini dihitung sebagai nasabah 

dengan pembayaran berkelanjutan dan prospek bisnis yang baik. Oleh 

karena itu, nasabah mengajukan permohonan perubahan jadwal 

pendanaan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.   

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengetahui lebih 

jauh tentang upaya Bank Syariah Indonesia KCP Labuan dalam 

mengatasi masalah restrukturisasi utang pembiayaan mikro bermasalah, 

sehingga penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Mikro 

Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan”   

 

 

 

 

                                                 
3 Trisadini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah 

Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, Vol. XI. No..3  (Juli 2006). 
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B. Fokus Penelitian 

 Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka kita perlu 

fokus pada penelitian tersebut agar pembahasan dalam penelitian ini 

lebih spesifik dan terarah sehingga tidak menimbulkan diskusi yang 

meluas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis hanya 

memfokuskan pada penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Mikro Murabahah 

Bermasalah (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP 

Labuan)” 

C. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan rescheduling pada pembiayaan mikro 

bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan 

rescheduling pembiayaan mikro bermasalah di Bank Sariah 

Indonesia KCP Labuan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi 

dan jawaban atas masalah-masalah berikut: 
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1. Untuk mengetahui penerapan penjadwalan ulang pembiayaan 

mikro murabahah bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP 

Labuan. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap 

pelaksanaan rescheduling pembiayaan mikro murabahah 

bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Labuan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini hendaknya menghasilkan peningkatan 

pengetahuan khususnya pada Universitas Islam Negeri 

Sultan Maurana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 

b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya nasabah 

mengenai penerapan rescheduling pembiayaan mikro yang 

bermasalah ini di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai ilmu masyarakat, hasil kajian ini dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur atau referensi, dan sebagai bahan 

pertimbangan lebih lanjut atas penjadwalan kembali 

pembiayaan mikro bermasalah atau murabahah dan pembiayaan 

lainnya. 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan atau menggambarkan 

penelitian sebelumnya untuk menghindari penelitian untuk tujuan yang 

sama. Beberapa penelitian telah dilakukan, antara lain: 

1) Skripsi berjudul: “Analisis Kebijakan Perbankan Syariah Dalam 

Mengatasi Kredit Murabahah Bermasalah Pada BRI Bank 

Cabang Natal”. Penelitian dilakukan oleh Nika Anggun Pratiwi, 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Kajian tersebut menggambarkan pelepasan kredit bermasalah 

dalam beberapa tahap, dimulai dengan peringatan, setelah itu 

bank melakukan restrukturisasi berupa rescheduling, 

reconditioning, dan restructuring. Berbeda dengan penelitian 

penulis yang membahas penerapan sistem penjadwalan ulang 

utang keuangan mikro bermasalah dengan akad murabahah. 

Sementara persamaan pendanaan tertekan.
4
 

2) Judul skripsi: “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian dilakukan oleh Reza 

Yudistira, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

pembiayaan bermasalah menggunakan strategi solusi 

pembiayaan bermasalah, yang solusinya sesuai dengan fatwa 

DSN. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah 

membahas mengenai sistem implementasi penjadwalan ulang 

                                                 
4 Nita Anggun Pratiwi, “Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam 

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu 

Natar” (Program Studi Ekonomi Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2016) h.94. 
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utang keuangan mikro bermasalah dengan akad murabahah 

Bank KCP Labuan Syariah Indonesia. Persamaannya pada 

pembiayaan bermasalah.
5
 

3) Judul Skripsi: “Analisis Proses Pembiayaan Bermasalah Dalam 

Akad Murabahah Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Gunungpati”. 

Penelitian dilakukan oleh Navitri Novitasari, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Warisongo. Penelitian ini 

mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

dapat disebabkan oleh kelalaian auditor atau kurang akuratnya 

analisis atas permohonan pendanaan, atau kurangnya 

pengawasan oleh BMT terkait operasional bisnis pasca bayar. 

Faktor eksternal adalah nasabah tidak mau membayar 

kewajiban BMT, yang berujung pada kemacetan pendanaan. 

Jika kemudian mengalami masalah pendanaan, BMT akan 

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang biasa dengan 

menetapkan masa tenggang satu bulan sebelumnya. BMT 

kemudian menyediakan cara untuk merencanakan ulang, 

menyesuaikan kembali, dan membangun kembali. Jika ketiga 

cara tersebut tidak dapat diselesaikan, BMT akan melakukan 

agunan. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada 

sistem yang menerapkan restrukturisasi utang keuangan mikro 

                                                 
5 Reza Yudistrira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank 

Syariah Mandiri”, (Program Muamalah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h.76. 
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bermasalah dalam akad murabahah. Sementara membahas 

kesamaan pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah.
6
   

4) Jurnal berjudul : “Restrukturisasi Keuangan Sebagai Salah Satu 

Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. Penelitian ini 

dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti. Penelitian ini 

menjelaskan penyelesaian penjaminan, penyelesaian Komisi 

Arbitrase Syariah Nasional, penyelesaian litigasi, dan 

penjelasan mekanisme restrukturisasi dalam menangani 

amortisasi dan bad finance dengan amortisasi. Perbedaan dari 

penelitian penulis adalah bahwa peneliti sedang menyelidiki 

penjadwalan ulang keuangan bermasalah, sedangkan penelitian 

ini berkaitan dengan rekonstruksi pembiayaan bermasalah.
7
 

5) Jurnal yang berjudul: “Rescheduling Pembiayaan Mikro 

Murabahah Cabang Syariah Mandiri Dumai Provinsi Riau”. 

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Maulidizen dan 

Mohammad Taqiuddin bin Muhammad. Penelitian ini 

menjelaskan mekanisme rescheduling dalam kaitannya dengan 

aturan dan prinsip prosedur rescheduling pembiayaan mikro 

murabahah. Bedanya, peneliti fokus pada penerapan 

restrukturisasi utang pembiayaan mikro murabahah yang 

                                                 
6 Navitri Novitasari, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada 

Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Gunungpati” (Program Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016). 
7 Trisadini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah 

Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah” Perspektif, Vol. 9.No. (3, Juli 

2016), h. 258-259. 
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bermasalah. Sementara persamaannya membahas rescheduling 

atau penjadwalan kembali pembiayaan mikro murabahah.
8
 

  

G. Kerangka Pemikiran 

Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: 

aktivitas manusia dalam ketaatan kepada Tuhan dan ibadah sebagai 

bentuk pengabdian, dan aktivitas Muamalah, aktivitas yang berkaitan 

dengan hubungan antar manusia. Oleh karena itu, sistem ekonomi 

Islam mengharuskan tidak terjadinya transaksi yang mengandung riba, 

gharar, maysir dan yang batil, atau sering disingkat MAGHRIB. Bank 

juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan kepercayaan dalam 

melakukan bisnis di bawah hukum Syariah. Prinsip Syariah adalah 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi perbankan berbasis fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

menetapkan fatwa di bidang hukum syariah. 

Prinsip Syariah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 UU 

Perbankan Syariah, yaitu hukum Islam dalam bisnis perbankan berbasis 

fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk 

menetapkan fatwa di bidang hukum Syariah. Simpanan dana atau dana 

kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan 

syariat, berdasarkan prinsip syari'ah sebagai prinsip perjanjian menurut 

syariat Islam antara bank dengan pihak lain. Mengalihkan harta dengan 

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang untuk 

                                                 
8 Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin bin Muhammad, 

“Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Dumai Provinsi Riau” Jurnal Ilmiah, Vol. 17 No.1 (Agustus 2017), h. 167-170. 
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mendapatkan keuntungan (murabahah), atau prinsip sewa guna usaha 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau apa yang dipinjam bank. Barang 

dengan (ijarah wa iqtina).
9
 

Dalam Syariah, umat Islam diwajibkan untuk mematuhi aturan-

aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, perlu mematuhi 

hukum Syariah ketika melakukan kegiatan ekonomi. Larangan riba 

dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits kemudian menciptakan bank syariah 

yang kemudian beroperasi dengan sistem bagi hasil. Ini adalah 

kesempatan bagi umat Islam untuk mendapatkan hasil maksimal dari 

layanan perbankan.
10

 

Empat prinsip utama yang mendasari jaringan perbankan 

dengan sistem Syariah adalah: 

1) Bank bebas riba. 

2) Transaksi halal dan non-haram. 

3) Keridhoan pihak-pihak yang berkontrak. 

4) Pengelolaan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab. 

Menurut Mardani, prinsip-prinsip yang mendasari Bank Syariah 

adalah: 

1) Prinsip at-taawun (meminta bantuan). 

Prinsip saling membantu dalam mekanisme kerjasama ekonomi 

dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk surat 

al-Maidah : 2. 

 

                                                 
9 Trisandini P Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan, (Jakarta: 

Kencana, 2016), hlm. 49. 
10

 Trisandini P Usanti dan Abd. Shomad, Hukum.........hlm. 49. 
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2) Prinsip menghindari al-iktinaz. 

Misalnya, biarkan uang menganggur dan jangan berputar dalam 

transaksi yang menguntungkan. Untuk masyarakat umum. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah dalam surat  an-Nisa : 29. 

Bank Islam melarang keras transaksi dalam kasus berikut: 

 Gharar, transaksi mengandung unsur ketidakpastian atau 

penipuan. 

 Maysir, perjudian. Dalam transaksi tersebut dapat 

mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan 

keuntungan bagi pihak lainnya. 

3) Riba, 

Transaksi Suku Bunga Ditegaskan dengan jelas bahwa Bank 

Syariah harus dipahami sebagai bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip Syariah. 

 

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh 

bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan 

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank 

dan nasabah. Menurut Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono 2002, kredit 

bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti 

yang telah diperjanjikan.
11

 

Kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/ kualitas/ 

penggolongan kredit yaitu performing loan dan non-performing loan. 

                                                 
11

 Ismail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 222. 
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Penggolongan kredit menjadi performing dan non-performing loan 

didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian 

penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha 

debitur dan kondisi keuangan usaha debitur dapat dilihat dari 

kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali 

pinjamannya dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai 

kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang 

tercermin dalam catatan bank.
12

 

Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas 

kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 

90 hari. Performing loan dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kredit lancar 

Kredit lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. 

Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar 

pinjaman pokok maupun bunga. 

b. Kredit dalam perhatian khusus 

Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang 

tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran 

bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak 

melebihi 90 hari kalender). 

 

 Non-performing loan merupakan kredit yang menunggak 

melebihi 90 hari. Non-performing loan dibagi menjadi tiga yaitu: 

                                                 
12 Ismail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 223. 
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a. Kredit kurang lancar 

Kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar 

angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai 

dengan 180 hari. 

b. Kredit diragukan 

Kredit diragukan dalam hal debitur tidak dapat membayar 

angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 

181 hari sampai dengan 270 hari. 

c. Kredit macet 

Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar 

berturut-turut lebih dari 270 hari. 

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah 

istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap 

upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi 

pembiayaan bermasalah. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia 

yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi 

pembiayaan, yaitu:
13

 

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 

September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank 

                                                 
13 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2012), hlm. 448. 
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Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah 

diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011. 

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 

Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi 

Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS 

tanggal 30 Mei 2011. 

Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimulkan bahwa 

restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 

membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat 

menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan 

kewajibannya kepada bank. 

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan 

prinsip syariah dapat dilakukan anatara lain melalui: 

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk 

perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musyarakah yang 

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta serta bukan 

disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. 
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2. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: 

a. Perubahan jadwal pembayaran; 

b. Perubahan jumlah angsuran; 

c. Perubahan jangka waktu; 

d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah; 

e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah atau 

musyarakah; dan/atau 

f. Pemberian potongan. 

3. Penataan Kembali (Restructuring) 

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS; 

b. Konversi akad pembiayaan; 

c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka 

Waktu Menengah; 
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d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada 

perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau 

reconditioning. 

Macam-Macam Akad Syariah: 

1. Akad Wadi’ah 

Adalah akad perjanjian penyimpanan dana atau barang dari pemilik 

dana atau barang kepada pihak yang menyimpan. Pihak penyimpan 

juga wajib mengembalikan dana atau barang yang disetorkan 

sewaktu-waktu.
14

 

2. Akad Mudharabah 

Adalah kontrak pembiayaan/investasi dari pemilik dana kepada 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai 

dengan ketentuan syariah,  dengan bagi hasil bisnis antara para pihak 

berdasarkan hubungan yang telah disepakati sebelumnya.
15

 

3. Akad Musyarakah 

Adalah kontrak pembiayaan/investasi oleh dua atau lebih pemilik 

dana dan/atau barang untuk melakukan suatu usaha tertentu sesuai 

dengan Undang-undang Syariah. Bagi hasil usaha antara para pihak 

                                                 
14 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, 

hal.v 
15 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik........hal.v 
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sesuai dengan nisbah yang disepakati dan nisbah modal masing-

masing.
16

 

4. Akad Murabahah 

Adalah perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk penjualan atau 

pembelian suatu produk yang mencakup harga pokok produk 

ditambah dengan margin yang disepakati antara para pihak. Penjual 

menginformasikan  kepada pembeli harga pembelian terlebih 

dahulu.
17

 

5. Akad Salam 

Adalah perjanjian pinjam meminjam berupa  jual beli barang dengan 

memesan dengan syarat-syarat tertentu dan membayar lunas secara 

tunai di muka.
18

 

6. Akad Istishna 

Adalah perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk jual beli barang 

berupa pesanan pembuatan barang berupa pesanan pembuatan 

barang dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati pada saat 

pembayaran berdasarkan perjanjian.
19

 

 

                                                 
16 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik........hal.v 
17

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik........hal.v 
18

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, 

hal.v 
19

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik..........hal.v 
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7. Akad Ijarah 

Adalah kontrak berupa transaksi persewaan barang dan/atau jasa 

dari pemilik barang sewaan, termasuk kepemilikan hak untuk 

menggunakan barang sewaan dengan penyewa guna mendapatkan 

ganti rugi atas barang sewa tersebut.
20

 

8. Akad Qardh 

Adalah kontrak keuangan dalam bentuk hibah dan pinjaman di mana 

peminjam setuju untuk membayar kembali pokok pinjaman segera 

atau dengan mencicil selama jangka waktu tertentu.
21

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan metode pemecahan masalah 

dan pengembangan pengetahuan dengan mengembangkan metode 

ilmiah. Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh 

data yang valid yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, 

dan membuktikan pengetahuan tertentu dan dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.
22

 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang diperoleh dari catatan, observasi, 

wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk 

                                                 
20 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik..........hal.v 
21

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik..........hal.v 
22 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3 
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angka.
23

 Tujuannya adalah untuk memahami dan menjawab 

pertanyaan yang akan diteliti: penerapan penjadwalan ulang 

pembiayaan mikro yang bermasalah dengan Akad Murabahah 

menurut hukum Islam. 

 

2) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah masalah secara 

yuridis. Sutadnyo Wigyosubroto menyebut istilah penelitian 

hukum empiris dengan istilah penelitian lapangan. Ini adalah 

studi hukum yang dikonseptualisasikan dan dikembangkan 

berdasarkan data dilapangan dan buku-buku karangan yang 

dianut oleh para konseptualis atau pengembangnya.
24

 

 

3) Sumber data 

a) Data Primer 

Menurut Hanke dan Reitsch dalam Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Data Primer adalah data yang diperoleh 

dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan data orisinal. Penjadwalan Ulang Pembiayaan 

oleh Bank Syariah Indonesia KCP Labuan dengan 

menganalisa pembiayan untuk permohonan rescheduling 

pembiayaan, dan draf tagihan nasabah pembiayaan yang 

                                                 
23 Jonaedi Efendi san Johnny Ibrahim, Metode Penelitian,.....…,hlm. 178 
24 Jonaedi Efendi san Johnny Ibrahim, Metode Penelitian,.……,hlm. 129 
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telah di rescheduling oleh pihak Bank Syariah Indonesia 

KCP Labuan. 

 

b) Data Sekunder 

Menurut Hanke dan Reitsch dalam Jurnal Ekonomi 

Pembangunan. Data Sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. Data sekunder 

yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Yakni, 

untuk restrukturisasi dana dalam bentuk buku, jurnal, 

artikel, dan disertasi. 

 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Sebagai bagian dari hasil Studi Pustaka, penulis 

meninjau literatur tentang subjek penelitian ini. Materi 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah materi 

primer dan sekunder yang terkait dengan Fiqih 

Muamalah untuk melaksanakan penjadwalan ulang 

pembiayaan mikro bermasalah berdasarkan akad 

Murabahah. 
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b. Observasi 

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. 

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung 

di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data perlu 

dikirim ke lapangan, tetangga, organisasi, dan 

masyarakat. Data yang dapat diobservasi dapat berupa 

gambaran tentang sikap, perilaku, dan keseluruhan 

interaksi antar orang. Data observasi juga dapat berupa 

interaksi di dalam organisasi atau pengalaman anggota 

di dalam organisasi. Menggunakan metode 

penelitian data ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data dan informasi lapangan mengenai pelaksanaan 

masalah penjadwalan ulang pembiayaan mikro dengan 

akad murabahah. 

 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan 

narasumber yang bertukar informasi dan ide melalui sesi 

tanya jawab atau percakapan khusus antara dua pihak, 

antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

narasumber yang menjawab pertanyaan.
25

 Tujuan 

melakukan wawancara secara rinci tentang subjek 

penelitian maka peneliti mewawancarai narasumber 

                                                 
25

 Lexy Maleong, Metodelogi Peneltian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2006), 44 
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Bank Syariah Indonesia KCP Labuan untuk 

mendapatkan informasi dan masukan.   

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung terlihat oleh subjek penelitian. Dalam 

penelitian ini, dokumen terkait pelaksanaan penjadwalan 

ulang pembiayaan mikro bermasalah dengan akad 

murabahah itu sendiri. Data dokumen diperoleh dengan 

melihat atau menganalisis dokumen yang dilihat oleh 

subjek sendiri. 

 

5) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah metode atau cara mengubah data 

menjadi informasi untuk membantu dengan mudah memahami 

karakteristik data dan menemukan solusi untuk masalah, 

terutama yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti. 

Menurut Sugishirono, teknik analisis data merupakan proses 

penelitian yang sangat sulit karena membutuhkan kerja keras, 

kreativitas, dan pengetahuan yang tinggi. Dari sudut 

pandangnya, analisis teknis data khususnya mengenai metode 

yang digunakan tidak boleh disamakan. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman dan penjelasan yang sistematis 

dalam penulisan disertasi ini, penulis mencantumkan sistematika 

penulisan yang terdiri dari : 

BAB I :   PENDAHULUAN, meliputi tentang Latar Belakang 

Masalah, Fokus  Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian 

Dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA 

KCP LABUAN, berisi tentang profil perusahaan, vsisi 

dan misis, motto, pembiayaan-pembiayaan pada Bank 

Syarah Indonesia KCP Labuan. 

BAB III :  LANDASAN TEORI, berisi tentang pengertian 

Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Murabahah, 

Pembiayaan Bermasalah, dan pandangan fiqh muamalah 

kontemporer mengenai Pelaksanaan Rescheduling 

Pembiayaan Mikro Bermasalah dengan Akad 

Murabahah. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN MENGENAI SISTEM 

PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN 

MIKRO MURABAHAH BERMASALAH DI BANK 

SYARIAH INDONESIA KCP LABUAN, berisis tentang 
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faktor-faktor yang mempengaruhi tejadinya pembiayaan 

mikro murabahah bermasalah, penerapan dan 

operasional rescheduling pembiayaan mikro bermasalah 

dengan akad murabahah, dan pandangan hukum islam 

terhadap pelaksanaan rescheduling pembiayaan mikro 

murabahah bermasalah pada Bank Syariah Indonesia 

KCP Labuan . 

BAB V :  PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, selain itu penulis memberikan saran yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga 

memperoleh solusi untuk masalah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


